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Abstrak

Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
kewajiban pembayaran utang membagi 3 jenis penggolongan kreditor yaitu
kreditor konkuren, kreditor preferen dan kreditor separatis, Ketentuan Pasal 56
ayat (1) mengenai penangguhan hak eksekusi kreditor separatis dianggap sebagai
ketentuan yang tidak sejalan serta inkonsisten terhadap ketentuan yang telah
diatur didalam Pasal 55 Ayat 1 dan merupakan limitasi terhadap hak-hak kreditor
separatis yang berdampak pada pemberian batas waktu penjualan benda yang
dijadikan jaminan oleh debitor kepada kreditor separatis, Selain itu ketentuan
Pasal 59 tersebut, kreditor separatis tidak boleh melaksanakan haknya pada fase
pertama kepailitan, hal ini berarti terjadinya penangguhan terhadap ketentuan
Pasal 55 ayat (1) yaitu dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan hal
ini akan berdampak pada tidak terlindungi hak-hak kreditor separatis. Dengan
demikian hak Kreditor separatis sebagaimana Kreditor yang dapat menjual sendiri
dan mengambil sendiri hasil penjualan dari utang harta debitor pailit dan memiliki
Hak yang terpisahkan dari harta pailit umumnya sebagaimana yang diatur didalam
Pasal 55 ayat 1 menimbulkan pertentangan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 terkait
dengan limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau
waktu penjualan jaminan kebendaan dan perlindungan hak-hak kreditor separatis
serta terjadi ketidakserasian dengan prinsip hukum jaminan kebendaan. Fokus
permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan hak kreditor
separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan, Bagaimana
perlindungan terhadap limitasi hak-hak kreditor separatis setelah lampau waktu
penjualan jaminan kebendaan dan Bagaimana konsep ideal perlindungan hukum
terhadap limitasi hak kreditor separatis dalam sengketa kepailitan yang akan
datang. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif yaitu Penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum dari penelitian
kepustakaan yang dikumpulkan dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil
penelitian didapatkan bahwa adanya ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 59 ayat 1
mengakibatkan kreditor separatis kehilangan kedudukan dan haknya sebagai
kreditor separatis yang mengakibatkan berubah kedudukannya sebagai kreditor
konkuren yang tidak mempunyai hak preferen dan hak eksekusi atas hak jaminan
kebendaannya, berkaitan dengan perlindungan terhadap kreditor separatis adanya
ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 59 ayat 1 mengakibatkan kreditor separatis
tidak dapat melaksanakan haknya pada fase pertama Kepailitan dan
mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak kreditor separatis. dan konsep ideal
kedepan ialah perlu adanya revisi terhadap ketentuan Pasal 56 sehingga dapat
dihapuskan serta Jangka waktu penjualan dalam Pasal 59 ditambahkan jangka
waktu penjualan yang lebih realistis untuk jangka waktu penjualan jaminan
kebendaan.
Kata Kunci : Kepailitan, Jaminan, Kreditor Separatis.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia adalah Negara yang sedang mewujudkan Pembangunan

Ekonomi dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut tentu akan
membutuhkan dana yang besar. Kebutuhan dana yang besar tersebut hanya dapat
dipenuhi dengan memperdayakan sumber-sumber dana yang tersedia.

Tidak dapat disangkal bahwa untuk mewujudkan pembangunan ekonomi
Indonesia diberbagai sektornya, terutama kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan
para pelaku bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan dana melalui
kredit!. Sebagian besar pelaku bisnis (badan hukum & perorangan) perna
berhubungan dengan kegiatan kredit atau yang sering disebut dalam bahasa
hukum vyaitu kegiatan utang — piutang oleh sebab itu diperlukan bidang hukum
yang meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya berkaitan
dengan kegiatan utang-piutang ialah kepailitan hal ini dikarenakan perkembangan
ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan
kepastian hukum terhadap kegiatan bisnis dalam hal debitor tidak sanggup
melaksanakan kewajiban pelunasan utangnya.

Kegiatan dibidang perkreditan merupakan salah satu prasarana untuk
menambah modal yang sulit dipisahkan bagi masyarakat bisnis. “Bagi para

pengusaha, pengambilan kredit merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan lagi

LAbdul R Saliman, 2015, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus,
Jakarta : Kencana, him. 14.



dari kehidupan bisnis”.? Akan tetapi hal ini harus didukung oleh kesadaran
Debitor saat mengajukan pinjaman kredit harus memiliki itikad yang baik dan
harus menyakinkan kreditor bahwa ia sebagai debitor memiliki kemampuan untuk
mengembalikan pinjaman kredit tersebut dan didalam mengajukan pinjaman
kredit hal yang tidak kalah pentingnya harus adanya kepercayaan (Trust) dari
kreditor kepada debitor sehingga kepercayaan (Trust) itulah yang akan
menimbulkan hubungan hukum berupa suatu perjanjian antara kreditor dan
debitor.

Sebagaimana diketahui Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum
antara orang-orang tertentu yaitu antara kreditor dan debitor. Mengenai kreditor
biasanya disebut sebagai pihak yang aktif, sedangkan debitor biasanya disebut
pihak yang pasif. Sebagai pihak yang aktif kreditor dapat melakukan tindakan-
tindakan tertentu terhadap debitor yang pasif yang tidak mau memenuhi
kewajibannya. Tindakan Kkreditor dapat berupa memberi peringatan akan
melakukan penuntutan di pengadilan dan sebagainya?®.

Kreditor sebagai pihak yang aktif akan memastikan bahwa kredit yang
diberikan kepada debitor dapat dilunasi pada waktunya baik pokok dari utang
maupun bungannya untuk menjamin pengembalian kredit yang diberikan tersebut
maka kreditor akan meminta diadakannya perjanjian jaminan yang bersifat

assesoir dimana adanya jaminan ini merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan

2Sutan Remy Sjahdeni, 2000, Hak Jaminan Dan Kepailitan, Makalah Pembanding
Dalam Seminar Sosialisasi Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
Jakarta, him.2.

3HM. Hanafi Darwis, 2012, “Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Pemborongan”, Jurnal
MMH, Jilid 41 No.1 Januari 2012, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, him. 65.



perjanjian pokok dalam hal perjanjian kredit. Sebagaimana diketahui bahwa
jaminan terbagi menjadi 2 yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.
Jaminan Kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti
memberikan hak mendahului diatas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat
melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.? Kreditor lebih menyukai
perjanjian jaminan kebendaan yang telah ditentukan dengan jelas benda yang
diikat dalam perjanjian dan benda yang di sediakan apabila sewaktu-waktu debitor
tidak dapat melunas utang kepada kreditor hal ini akan lebih memberikan
kepastian hukum kepada kreditor sebagai pemberi kredit dan melindungi hak-hak
kreditor.
Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang objeknya terdiri dari benda
yang mengandung asas-asas sebagai berikut®:
1. Memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak
jaminan terhadap kreditor lainnya.
2. Bersifat assesoir terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan
jaminan tersebut.
3. Memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang hak jaminan.
Artinya benda yang dibebani hak jaminan bukan merupakan harta pailit

dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

4Salim Hs, 2014, “Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia”, Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada, him. 23.

>Sutan Remy Sjahdeini, 2016, “Hukum Kepailitan memahami undang-undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang kepailitan”’, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, him. 281.



4. Merupakan hak kebendaan. Artinya hak jaminan akan selalu melekat di
atas benda tersebut (droit de suite) kepada siapapun juga benda tersebut
beralih kepemilikannya.

5. Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai wewenang penuh untuk
melakukan eksekusi atas hak jaminannya.

6. Berlaku bagi pihak ketiga, dimana berlaku pula asas publisitas. Artinya
hak jaminan tersebut harus didaftarkan.

Perjanjian jaminan kebendaan yang di buat oleh kreditor dan debitor
dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
terhadap kreditor jika debitor tidak dapat menjalankan kewajibannya membayar
utang nya kepada kreditor.

Utang adalah kewajiban bagi debitor yang wajib dipenuhi atau dilunasi,
namun demikian ada kalanya debitor tidak memenuhi kewajiban atau debitor
berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi
karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar.® Baik karena alasan
debitor tidak mampu membayar ataupun tidak mau membayar akibatnya sama
yaitu kreditor akan mengalami kerugian karena tidak dipenuhi piutangnya.
Dengan tidak dipenuhinya kewajiban debitor kepada kreditor berarti ada sengketa
diantara debitor dan kreditor.

Era reformasi saat ini proses pembangunan hukum diperlukan politik
hukum, yaitu arah kebijakan hukum yang dibuat secara resmi oleh ne- gara.

Sesuai dengan konfigurasi politik era reformasi yang demokratis tentu

®Man S. Sastrawidjaja, 2006, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, Bandung ; Alumni, him. 2.



pembangunan hukum harus menghasilkan hukum yang responsif. Hukum yang
responsif merupakan hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat
sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa negara menjamin hak-hak asasi
mereka dalam semua bidang,’ termasuk dalam kegiatan utang piutang dalam hal
ini Negara menyediakan lembaga untuk menyelesaikan sengketa utang piutang
berkaitan dengan keadaan berhenti membayar oleh debitor salah satunya dengan
mengajukan permohonan pailit.

Kepailitan adalah suatu sitaan umum, atas seluruh harta kekayaan dari
orang yang berutang, untuk dijual di muka umum, guna pembayaran hutang-
hutangnya kepada semua kreditor, dan dibayar menurut perbandingan jumlah
piutang masing-masing®.

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio didalam kamus hukum
menyatakan bahwa pailit diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitor telah
berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan
para kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit maka
harta kekayaan dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku curtirice (pengampu)
dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor®.

Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan sarjana di atas maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana
seorang debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu

dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit

"1za Rumesten R.S, 2014, Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada
Langsung, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, Palembang : Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya, him 351.

8Munir Fuady, 2002, Hukum Pailit, Bandung: Citra Aditya Bakti, him. 8.

°R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, 1989, Kamus Hukum, Jakarta :Pradnya Paramita, him. 85.



yang diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor. Terhadap putusan atas
permohonan pernyataan pailit tersebut, pengadilan niaga dapat menunjuk Kurator
untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta debitor pailit.
Kurator kemudian membagikan harta debitor pailit kepada para kreditor sesuai
dengan piutangnya masing-masing.

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah ada sejak berlakunya
Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements Verordening Staatblads 1905
Nomor 217 jo. Staatblads 1906 Nomor 348), Pada tanggal 22 April 1998
dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1
Tahun 1998 untuk menggantikan berlakunya Faillissements Verordening. Perpu
tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998,
namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan
hukum masyarakat sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menentukan
bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar
lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya

sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya ™.

Berdasarkan tingkatannya maka kreditor dapat dibagi menjadi beberapa

jenis yaitu®:

OMan S. Sastrawidjaja, Op.Cit, him. 35.



1. Kreditor separatis, yaitu pemegang hak tanggungan, gadai, dan agunan

lainnya.

2. Kreditor preferen, yaitu yang berdasarkan Pasal 1139 KUHPerdata dan

Pasal 1149 KUHPerdata.

3. Kreditor konkuren atau kreditor bersaing

Kreditor Konkuren adalah Kreditor yang mempunyai hak mendapatkan
pelunasan secara bersama-sama tanpa hak yang didahulukan, dihitung besarnya
piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan dari seluruh harta
kekayaan debitor. Kreditor Konkuren kreditor yang tidak termasuk dalam kreditor
yang memiliki Hak didahulukan dalam penulasan utang Debitor!?.

Kreditor Preferen adalah kreditor yang karena piutangnya mempunyai
kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan terlebih
dahulu dari penjualan harta pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 1133 KUHPerdata
yang di maksud hak istimewa kreditor preferen tersebut ialah suatu hak yang oleh
Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya,
semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Selain kedua kreditor tersebut Undang-Undang Kepailitan juga mengenal
istilah Kreditor separatis, Menurut Sutan Remy Sjahdeini Kreditor Separatis
adalah kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain untuk
memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor asalkan benda

tersebut telah dibebani dengan jaminan tertentu bagi kepentingan kreditor

"Munir Fuady, 2003, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Bandung : Citra Aditya
Bakti, him. 225.



tersebut’?2. Hal yang sama dikemukankan oleh Munir Fuady terkait kreditor
separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai,
jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya.
Dikatakan “Separatis” yang berkonotasi “pemisahan” karena kedudukan kreditor
tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti dia dapat menjual
sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit
umumnya®3,

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat 3 penggolongan kreditor didalam
undang-undang kepailitan hal ini menjadi bahasan yang sangat menarik terkait
tentang kedudukan hak kreditor separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan
kebendaan dan terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak kreditor separatis
setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan sebagaimana diatur didalam
undang-undang kepailitan oleh sebab itu undang-undang Kepailitan sebagai jalan
penyelesaian sengketa utang diharapkan dapat memberikan keamanan dan
menjamin terlaksanakan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu
debitor dan kreditur, akan tetapi harapan lembaga kepailitan sebagai jalan
penyelesaian utang belum dapat menjamin keadilan dan kepastian para pihak
khususnya oleh kreditor separatis.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan ketentuan yang diatur didalam

Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 59 undang-undang kepailitan yang mengatur tentang

125utan Remy Sjahdeini, Op. Cit., him. 280.
BMunir Fuady, 2014, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik, Bandung : Citra Aditya
Bakti, him. 99.



hak-hak kreditor separatis yang pada akhirnya dianggap kurang melindungi Hak
Kreditor separatis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan
bahwa :

“Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap
kreditor pemegang gadai jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau
hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-
olah tidak terjadi kepailitan™.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diatas ternyata tidak dapat serta merta

dilaksanakan oleh kreditor separatis hal ini dikarenakan terdapatnya ketentuan
Pasal 56 UU Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut :

1. Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)
dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam
penguasaan debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka
waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan
pernyataan pailit diucapkan.

2. Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak
kreditor untuk memperjumpakan utang.

3. Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud ayat (1),
Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak
maupun benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator
dalam rangka kelangsungan usaha Debitur, dalam hal telah diberikan
perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan Ketentuan Pasal 56 ayat (1) mengenai penangguhan hak
eksekusi kreditor separatis tersebut dianggap sebagai ketentuan yang tidak sejalan

serta inkonsisten terhadap ketentuan yang telah diatur didalam Pasal 55 Ayat 1
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dan merupakan limitasi terhadap hak-hak kreditor separatis yang berdampak pada
pemberian batas waktu penjualan benda yang dijadikan jaminan oleh debitor
kepada kreditor separatis

Sebagaimana ketentuan Pasal 59 UU kepailitan yang mengatur terkait
dengan limitas hak kreditor separatis yang menyatakan bahwa :

1. Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58,
kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat
(1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling
lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).

2. Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan
untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 185 tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak

tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 tersebut, kreditor separatis tidak boleh
melaksanakan haknya pada fase pertama kepailitan, hal ini berarti terjadinya
penangguhan terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) yaitu dapat mengeksekusi
seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sementara setelah lewat jangka waktu yang
ditentukan, kurator harus menuntut diserahkannya benda jaminan hal ini
merupakan pembatasan terhadap hak kreditor separatis yang akan berdampak
pada tidak terlindungi hak-hak kreditor separatis.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas Kreditor separatis
sebagaimana Kreditor yang dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil
penjualan dari utang harta debitor pailit dan memiliki Hak yang terpisahkan dari

harta pailit umumnya sebagaimana yang diatur didalam Pasal 55 ayat 1 Undang -
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Undang Kepailitan menimbulkan pertentangan dengan Pasal 56 dan Pasal 59
Undang - Undang Kepailitan & PKPU terkait dengan limitasi hak kreditor
separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan
kebendaan dan perlindungan hak-hak kreditor separatis serta terjadi
ketidakserasian dengan prinsip hukum jaminan kebendaan yang memiliki hak

didahulukan.
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Alur Pemikiran Tentang Limitasi Hak Kreditor Separatis Atas Pelunasan
Piutang Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan Di Pengadilan Niaga

DEBITOR

E—

KREDITOR SEPARATIS

l

Debitor berutang dengan
jaminan kebendaan

DEBITOR
DINYATAKAN
PAILIT

Saat Kreditor separatis akan
melaksanakan eksekusi Haknya
sebagaimana ketentuan Pasal 55
UUK-PKPU

HARTA KEKAYAAN
DEBITOR PAILIT

PASAL 55 UUK & PKPU
Kreditor pemegang
jaminan kebendaan dapat
mengeksekusi hak nya
seolah-olah tidak terjadi
kepailitan

Pasal 56 UUK & PKPU
eksekusi di tangguhkan
90 hari

Pasal 59 UUK & PKPU

harus eksekusi haknya

dengan jangka waktu
paling lama 2 bulan

Sumber : dikelola dari alur pemikiran latar belakang tesis Limitasi Hak Kreditor Separatis

Atas Pelunasan Piutang Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan Di Pengadilan Niaga
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas rumusan masalah yang

akan dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hak kreditor separatis setelah lampau waktu
penjualan jaminan kebendaan ?

2. Bagaimana perlindungan terhadap limitasi hak-hak kreditor separatis
setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan ?

3. Bagaimana konsep ideal perlindungan hukum terhadap limitasi hak
kreditor separatis dalam sengketa kepailitan yang akan datang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan isu hukum di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat
dirinci sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis kedudukan hak kreditor separatis setelah lampau
waktu penjualan jaminan kebendaan;

b. Untuk menganalisis perlindungan terhadap limitasi hak-hak kreditor
separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan;

c. Untuk menganalisis konsep ideal perlindungan hukum terhadap limitasi
hak kreditor separatis dalam sengketa kepailitan pada waktu yang akan
datang;

2. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan teoritis dan

kepentingan praktis yakni:
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Secara teoritis berguna untuk :

1. Pengembangan ilmu hukum jaminan dan hukum kepailitan terkait
dengan limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah
lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam proses penyelesaian
kepailitan di pengadilan niaga;

2. Memberikan masukan pemikiran bagi penelitian selanjutnya terhadap
isu hukum serupa;

3. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi
hukum.

Secara praktis berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi

hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelesaian permasalahan

kepailitan yaitu :

1. Pihak Perbankan : sebagai bahan masukan terhadap pihak perbankan
selaku kreditor separatis;

2. Praktisi Hukum : yaitu kurator dan advokad sebagai bahan masukan
untuk menangani masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan
hukum kepailitan;

3. Pembuat Undang-Undang: sebagai bahan masukan untuk merevisi atau
bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait dengan
hukum kepailitan;

4. Lembaga Peradilan: vyaitu Pengadilan Niaga sebagai dasar
pertimbangan untuk menerima, mengadili, dan memutus perkara terkait

dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan hukum kepailitan;
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Tujuan Dan Manfaat Penelitian Tentang Limitasi Hak Kreditor Separatis
Atas Pelunasan Piutang Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan Di
Pengadilan Niaga

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis kedudukan hak
separatis dari kreditor separatis setelah
lampau  jangka waktu  penjualan
jaminan kebendaan;

2. Untuk menganalisis perlindungan
terhadap limitasi hak-hak kreditor
separatis  setelah lampau  waktu
penjualan jaminan kebendaan;

3. Untuk menganalisis konsep ideal
perlindungan hukum terhadap hak
kreditor separatis dalam sengketa
kepailitan;

a.

MANFAAT PENELITIAN

Secara teoritis, berguna untuk:
Pengembangan ilmu hukum Jaminan dan
Hukum Kepailitan terkait dengan Hak
Kreditor Separatis Atas Pelunasan Piutang
Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan
Debitor Di Pengadilan Niaga;
Memberikan masukan pemikiran bagi
peneliti selanjutnya terhadap isu hukum
serupa;
Memberikan informasi kepustakaan
tambahan bagi para akademisi hukum
Secara praktis :

Pihak Perbankan :
terhadap pihak perbankan selaku kreditor

sebagai bahan masukan

separatis;
Praktisi Hukum : yaitu kurator dan advokad
sebagai bahan masukan untuk menangani

masalah-masalah hukum yang berkaitan

dengan hukum kepailitan;

Pembuat Undang-Undang: sebagai bahan
masukan untuk merevisi atau bahkan
membuat aturan hukum baru yang lebih tegas
terkait dengan hukum kepailitan;

Lembaga Peradilan: yaitu Pengadilan Niaga
sebagai dasar pertimbangan untuk menerima,
mengadili, dan memutus perkara terkait
dengan permasalahan hukum yang berkaitan
dengan hukum kepailitan;
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D. Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir adalah kerangka yang menjelaskan secara teoritis

hubungan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka berfikir merupakan model
konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai Permasalahan
yang dibahas dalam penelitian. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan
yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum
serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.*

Teori hukum pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan
yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum
dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting
dipositifkan.’® Defenisi tersebut terlebih dahulu harus memperhatikan makna
ganda dalam istilah teori hukum. Dalam defenisi di atas, teori hukum muncul
sebagai produk sebab keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan yang
merupakan hasil kegiatan teoritik hukum.

Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara
norma-norma dasar dan semua norma dibawahnya. Akan tetapi tidak untuk
mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk. Dalam persepsi Karl
Raimund Popper®®, suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam
pemecahan masalah kehidupan. Adapun teori-teori yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah :

14Khudzaifah Dimiyati, 2004, Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan
Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Surakarta: Muhammadiyah University Press, him. 37.

15).J.H. Bruggink, 1996, Refleksi tentang Hukum : Pengertian - Pengertian Dasar
dalam Teori Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, him. 156-160.

18Lili Rasjidi, 1993,Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung:Remaja Rosdakarya, him. 29.
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1.  Teori Keadilan

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan
adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-
kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati
maknanya. Kata ‘“keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “justice” yang berasal
dari bahasa latin “iustitia”. Aristoteles mengemukakan keadilan ialah tindakan
yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat
diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi
apa yang menjadi haknya. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan
dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat
dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan,
berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat
hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan
keadilan’.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak
persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya
sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai
suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang
atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi
tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang
telah dilakukanya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi

kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan

YL.J. Van Alperdorn, 2008, Pengantar llmu Hukum, Cetakan ke 29, Jakarta : Pradnya
Paramita, him. 11.
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“commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap
orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama
banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini
berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.'®

Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagaimana telah
dijelaskan diatas menyatakan bahwa keadilan ialah memberikan sesuatu
berdasarkan prestasi yang dilakukan oleh para pihak berkaitan erat dengan
pembahasan terkait hak kreditor separatis sebagai salah satu kreditor didalam
Undang-undang Kepailitan. Kreditor separatis sebagai kreditor yang memilik hak
didahulukan harus lah mendapatkan hak nya tersebut dari debitor pailit sehingga
teori keadilan yang dikemukakan oleh aristoteles tersebut dapat dilaksanakan
dengan baik akan tetapi dengan ada nya ketentuan limitasi terhadap hak kreditor
separatis tersebut maka akan menimbulkan ketidakadilan terhadap kreditor
separatis tersebut.

2. Teori Kepastian Hukum .

Kepastian hukum adalah “Scherkeit des Rechts selbst” (kepastian tentang
hukum itu sendiri). Dalam hidup bermasyarakat di negara hukum pasti kaya akan
aturan-aturan yang ada agar terjalinnya hubungan yang baik antara individu
dengan individu maupun individu dengan masyarakat, sehingga pelaksanaan dari

aturan-aturan yang ada akan menimbulkan kepastian hukum. Apabila terdapat

18Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung : Nuansa
dan Nusamedia, him. 25.
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peraturan yang kabur atau tidak jelas maka akan menjadi celah bahwa hukum
tidak berfungsi untuk mengatur sebagaimana mestinya. °

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama,
adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa
yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi
individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang
bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau
dilakukan oleh Negara terhadap individu.?

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum meliputi dua hal. Pertama,
kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (bapaalbaarheid) dari hukum
dan dalam hal konkrit. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya
melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.?

Teori Kepastian Hukum vyang dikemukakan oleh para sarjana diatas
dimaksudkan untuk menjawab permasalahan terkait kepastian hukum terhadap
kedudukan kreditor separatis yang terjadi pertentangan Pasal didalam Undang-
Undang Kepailitan dan antara Undang-Undang lainnya hal inilah yang
menyebabkan perlunya digunakan teori kepastian hukum untuk menjawab
permasalahan hukum yang ada terkait dengan limitasi hak kreditor separatis

tersebut.

9Titik Tejaningsih, 2016, Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam
Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Yogyakarta : FH Ul Press, him. 27.

2Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Bandung : Citra Aditya
Bakti, him. 23.

Zriansyah, “Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi Di Indonesia”, diakses dari
www. fhunilak.ac.id, pada hari Senin 20 Juni 2019 pukul 10.41 WIB.
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Selain itu Teori kepastian hukum digunakan mengharmonisasikan antara
peraturan perundang-undangan dan antara pasal-pasal didalam Undang-undang
kepailitan sebagaimana telah dijelaskan diatas. Secara ontologis kata
harmonisasi berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti
pernyataan rasa, aksi, gagasan, minat, keselarasan dan keserasian.??

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan
perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum
dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian
hukum, keadilan (justice,gerechtigheid) dan kesebandingan (equit, billijkeid),
kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan
pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.?

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum diartikan
sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud
kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum
sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,
mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan di antara norma-norma
hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan
perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang,
terintegrasi dan konsisten, serta taat asas. Dengan demikian Teori kepastian
hukum diharapkan dapat memberikan ketertiban dan keamanan bagi kreditor

separatis

22Guhartono, 2011, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan
Anggaran Belanja Negara, Desertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, him. 94,
2Suhartono, Ibid, him. 95.
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3. Teori Jaminan
Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur
hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan
pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.?
Jaminan yang diatur didalam peraturan perundang-undang yang ada di
Indonesia secara garis besar mempunyai sejumlah asas yaitu® :
a. Hak Jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor
pemegang hak jaminan terhadap kreditor lainnya.
b. Hak Jaminan merupakan Hak asccessoir terhadap perjanjian pokok
yang dijamin dengan jaminan tersebut.
c. Hak Jaminan memberikan Hak separatis bagi kreditor pemegang
jaminan itu.
d. Hak Jaminan merupakan Hak Kebendaan.
e. Kreditor pemegang Hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk
melakukan eksekusi atas hak jaminannya.
f.  Hak Jaminan dapat di pertahankan dari setiap orang maka hak jaminan
berlaku bagi pihak ketiga.
g. Hak Jaminan berlaku asas publisitas didalamnya.
4.  Teori Perlindungan Hukum
Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum
mempunyai tujuan dan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun

tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib,

%4Galim HS, 2007, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo
Persada, him. 7.
Subekti, 1995, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : PT Intermasa, him. 63.
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menciptakan ketertiban dan keseimbangan Dengan tercapainya ketertiban di
dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi?®.

Berkaitan dengan Jaminan, berarti hukum memberikan perlindungan
terhadap hak-hak kreditor atau debitor dari sesuatu yang mengakibatkan tidak
terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum
yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,
baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak
manapun.?’

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk
melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-
kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya
ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.?

Perlindungan hukum yang represif biasanya merupakan perlindungan
hukum yang paling efektif bagi rakyat untuk memperoleh perlindungan terhadap
hak-haknya dari pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan
sengketa yang sedang terjadi diantara mereka. Prinsip perlindungan hukum bagi

masyarakat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat

%3Sudikno Mertokusumo, 2003, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jogjakarta : Liberty,
him. 77.

2’Satjipto Rahardjo, 2000, llmu hukum, Bandung : Citra Aditya, Cetakan ke-V,hlm. 74.

ZMuchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,
Surakarta, magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, him. 14.
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dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum
yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan
martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan
perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila dan seyogyanya
memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila®®,
Apabila dikaitkan dengan permasalahan limitasi hak kreditor separatis,
maka perlindungan hukum sangat penting bagi para pihak terutama kreditor
separatis untuk melindungi hak-hak kreditor separatis, sehingga tidak ada suatu
ketimpangan dimana pihak yang satu membebankan kewajibannya kepada pihak
lain sehingga memberatkan pihak lain. Hal ini juga berkaitan dengan suatu teori
hukum jaminan yang menuntut agar pihak yang terlibat dalam perjanjian

melaksanakan perjanjian sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

2Sunarmi, 2010, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Jogjakarta : Pustaka Pelajar,
him. 23.
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Kerangka Teori Mengenai Limitasi Hak Kreditor Separatis Atas Pelunasan
Piutang Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan Di Pengadilan Niaga

Kerangka Teori

l

l

Teori Keadilan
Aristoteles berpandangan
keadilan ini sebagai suatu
pemberian hak
persamaan tapi bukan
persamarataan.
Aristoteles membedakan
hak persamaanya sesuai
dengan hak proposional.
Kesamaan hak
dipandangan manusia
sebagai suatu unit atau
wadah yang sama. Inilah
yang dapat dipahami
bahwa semua orang atau
setiap warga negara
dihadapan hukum sama.
Kesamaan proposional
memberi tiap orang apa
yang menjadi haknya
sesuai dengan
kemampuan dan prestasi
yang telah dilakukanya.

1.Teori Kepastian Hukum
Menurut Van
Apeldoorn, kepastian

hukum meliputi dua hal.

Pertama, kepastian
hukum adalah hal yang
dapat ditentukan
(bapaalbaarheid) dari
hukum dan dalam hal
konkrit. Kedua,
kepastian hukum berarti
keamanan hukum,
artinya melindungi para
pihak terhadap
kesewenang-wenangan.

Teori Perlindungan Hukum
perlindungan hukum adalah
berbagai upaya hukum yang
harus diberikan oleh aparat
penegak hukum untuk
memberikan rasa aman, baik
secara pikiran maupun fisik
dari gangguan dan berbagai
ancaman dari pihak manapun.
Teori Hukum Jaminan
Keseluruhan dari kaidah-
kaidah hukum yang mengatur
hubungan hukum antara
pemberi dan penerima jaminan
dalam kaitannya dengan
pembebanan jaminan untuk
mendapatkan fasilitas kredit
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E. Definisi Konseptual
1. Kepailitan
Pengertian kepailitan Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UU

Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang
pengurusan dan pemberasannya dilakukan kurator dibawah pengawasan
hakim pengawas”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepailitan adalah
upaya hukum bagi kreditor-kreditor untuk melindungi hak dan kepentingannya
atas pembayaran piutang-piutangnya dari debitor pailit dengan jalan melakukan
sita umum atas harta kekayaan debitor pailit, yang pengurusan dan
pemberesannya dilakukan oleh seorang atau lebih kurator di bawah pengawasan
hakim pengawas, untuk selanjutnya membagi harta kekayaan debitor pailit
tersebut secara adil (pro rata) kepada para kreditornya berdasarkan besar kecilnya
piutang yang dimiliki oleh tiap-tiap kreditor dengan mendahulukan bagi kreditor
pemegang hak jaminan kebendaan untuk mendapatkan pelunasan atas benda
jaminan yang merupakan bagian dari kekayaan debitor pailit.°

2. Limitasi

Limitasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembatasan terhadap
hak-hak kreditor separatis sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 56 ayat 1
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang
menyatakan :

Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan

hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan

30Munir Fuady, Op, Cit, him. 2
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Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling
lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit
diucapkan.

Selain yang dimaksud limitasi sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat 1
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai
berikut :

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58,
Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)
harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2
(dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 178 ayat (1).

3. Kreditor Separatis

Kreditor separatis yaitu kreditor pemegang jaminan hak kebendaan yang
dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, sistem
hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain:
Hipotek, Gadai, Hak Tanggungan, dan Jaminan Fidusia®!,

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang
dapat bertindak sendiri. Kreditor pemegang hak separatis berhak menjual melalui
pelelangan umum benda yang dijadikan jaminan menurut ketentuan perundang -
undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor
yang lain. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit
debitor artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada

kepailitan debitor??.

%1Jono, 2008, Hukum Kepailitan, Jakarta : Sinar Grafika, him. 5-8.

%Royke A. Taroreh, Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan
Debitor Pailit, artikel dalam Jurnal Hukum Universitas Samratulangi, Vol.ll/No.2/Januari-Maret
/2014 Edisi Khusus, him. 115.
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4.  Debitor
Konsep debitor dapat ditelusuri dari UUK dan PKPU, dan melalui

kepustakaan. Pasal 1 angka 3 UUK dan PKPU menentukan :

“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau
undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”.
Dalam kepustakaan disebutkan, debitor adalah pihak dalam perikatan yang

mempunyai utang atau kewajiban hukum kepada pihak lain, yaitu kreditor.33
5.  Utang-Piutang

Pengertian utang dapat ditemukan didalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam
jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing,
baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau
kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang
wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada
Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”

Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditor kepada debitor atas
uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitor tidak mampu memenuhi
maka kreditor berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan

debitor.3

33Dedy Tri Hartono, 2016, Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang
Kepailitan, Jurnal IImu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 4, Tahun 2016, him. 2.

%Muhsen, 2018, Analisis Hukum Perjanjian Utang Piutang Dalam Keluarga Antara
Orang Tua dan Anak (Studi Kasus Gugatan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Garut), Jurnal
IImiah, Mataram : Fakultas Hukum Universitas Mataram, him. 4.
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6. Lampau Waktu

Lampau waktu yang dimaksud dalam penelitian ini sebagaimana ketentuan
Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU sebagai berikut :

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58,
Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)
harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2
(dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 178 ayat (1).

7. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda
tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang suatu waktu dapat
diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur ingkar janji. Dengan
mempunyai berbagai kelebihan yaitu sifat-sifat yang dimilikinya, antara lain sifat
absolut dimana setiap orang harus menghormati hak tersebut, memiliki droit de
preference, droit de suite, serta asas-asas yang terkandung padanya, seperti asas
spesialitas dan publisitas telah memberikan kedudukan dan hak istimewa bagi
pemegang hak tersebut®.
8.  Pengadilan Niaga

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa :

“pengadilan yang berwenang mengadili perkara kepailitan adalah

Pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum.”

%Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam, dalam Judistira Yusticia, 2018, Kedudukan
Hukum Hak Tanggungan Dengan Objek Hak Pakai Atas Tanah, Skripsi, Tidak Diterbitkan,
Palembang : Program Studi llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, him. 55.
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Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum,
mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara sebagai berikut® :

a. Perkara kepailiatan dan penundaan pembayaran, dan

b. Perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang telah ditetapkan

dengan aturan pemerintah

Dengan demikian Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang
berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara kepailitan, perkara lain di
bidang perniagaan dan berada didalam lingkungan peradilan umum sesuai dengan

Undang-Undang Kehakiman.

38Munir Fuady, Op,Cit, him. 18.
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Bagan 4

Definisi Konseptual Tentang Limitasi Hak Kreditor Separatis Atas
Pelunasan Piutang Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan Di Pengadilan

Niaga

Hukum Kepailitan
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan
pemberasannya dilakukan kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

Limitasi
Limitasi adalah pembatasan hak-hak kreditor separatis sebagaimana ketentuan pasal
56 dan 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Debitor
Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang - undang
yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Kerangka
Konseptual

Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat
bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit
debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada
kepailitan debitor

Utang-Piutang

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang
baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung
maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena
perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak
dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta
kekayaan Debitor.

Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa
yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk
mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Lampau Waktu
Lampau waktu yang dimaksud dalam penelitian ini sebagaimana ketentuan Pasal 59
ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda tertentu yang
menjadi objek jaminan suatu hutang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi
pelunasan hutang debitur apabila debitur ingkar janiji.

Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berwenang mengadili dan
menyelesaikan perkara kepailitan, perkara lain di bidang perniagaan dan berada
didalam lingkungan peradilan umum sesuai dengan Undang-Undang Kehakiman.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Maksudnya adalah
penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan,
menganalisis tentang limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah
lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam proses penyelesaian kepailitan
di pengadilan niaga serta mengembangkan konsep pengaturan hukum ke
depannya.

Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk
menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.
Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah
dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.’

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum
yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum itu
sendiri. hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam kelimuan yang
bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan
oleh suatu faktor tertentu. Sejatinya, penelitian hukum dilakukan atas dasar untuk
menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam

menyelesaikan isu hukum yang dihadapi8.

$7Jonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang:
Bayumedia, him. 47.

38peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, him. 35.
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Berdasarkan doktrin hukum di atas, maka konstruksi produk penelitian
hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin
hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu
hukum yang diteliti. Sifatnya penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu
berusaha memberikan dan menjelaskan penilaian peneliti terhadap isu hukum
yang diteliti.

Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat
memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan limitasi hak
kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan
kebendaan dalam proses penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan
terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek
hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (legal issue) yang diteliti.
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a.  Pendekatan Filsafat (Philosophical Approach)

Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum di dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan terkait
didalamnya. Pendekatan Filsafat akan mengupas isu hukum (legal issue) dalam

penelitian normatif dan mengupasnya secara mendalam3,

39 Jonny Ibrahim, Op. Cit., him. 267.
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Dengan menggunakan pendekatan filsafat, maka akan diketahui landasan
hukum dikeluarkannya aturan hukum terkait, sehingga dapat menjadi dasar
pertimbangan berpikir bagi penulis untuk melakukan analisis hukum.

b. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)

Pendekatan perundang - undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi
analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai limitasi hak kreditor separatis
atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam
proses penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga.

Pendekatan perundang - undangan dilakukan dengan menelaah semua
Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang
sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan
bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu
Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang
dengan Undang-Undang Dasar.

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu
yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari
ratio legis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut*°. Digunakannya
pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan
diagnosa hukum soal limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah
lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam proses penyelesaian kepailitan

di pengadilan niaga.

40 peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., him. 93.
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c.  Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan
ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum,
dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi
peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu
yang dihadapi*.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan
dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan limitasi hak kreditor separatis
atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam
proses penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga.

d. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)

Pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna
yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-
undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek
putusan-putusan hukum.*2

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-
istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam menentukan limitasi hak
kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan

kebendaan dalam proses penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga. Sehingga

“1pid., hlm. 95.
42Jonny lbrahim, Op. cit., him. 256.
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dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran
(interpretasi) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil
penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan
hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier.

Penelitian hukum tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu
diistilahkan sebagai data sekunder.*®* memecahkan isu hukum secara preskriptif,
maka diperlukan sumber - sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan
menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder*4.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan
putusan hakim. Kemudian, yang dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah
semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-
jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.*

a.  Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang

terdiri dari :

43Abdul Kadir Muhamad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya
Bakti, him. 122.

44 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., him. 143-144.

% Ibid., him. 141.
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1. Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila
2. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Kewajiban Pembayaran Utang.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor
Indonesie) khususnya ketentuan Pasal 1150 tentang gadai dan Pasal
1162 tentang Hipotek
¢. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
b.  Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan
petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, tulisan dan hasil karya
ilmiah, dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya
dengan isu hukum dalam penelitian ini.
c.  Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder yaitu ensiklopedia, dan

lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini“®.

46Sperjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit UI, him. 52,
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4.  Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan-Bahan Hukum
a.  Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum
Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentikasi dan

menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan
dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada
relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.*’
b.  Teknik Pengolahan Bahan - Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan inventarisasi dan
sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan
pengaturan hukum mengenai limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang
setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam proses penyelesaian
kepailitan di pengadilan niaga. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil
penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang
didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum
tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum
untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck
van Hocke, maka pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan
cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistemisasikan bahan-bahan

hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu:

47 Soerjono Soekanto, Ibid, him. 60.
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1)  Tataran Teknis

yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki
sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan
peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu
sistem yang koheren.
2)  Tataran Teleologis

yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum,
dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam
perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang,
dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya“®,
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan
dengan cara analisis dan penafsiran (interpretasi) merupakan salah satu metode
penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks
undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan
peristiwa tertentu dan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum dan
ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang
terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-
kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara kongkrit

hukum*®, penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

“48Bernard Arief Shidarta, 2000, Refleksi tentang Struktur IImu Hukum: Sebuah Penelitian
tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan
IImu Hukum di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, him. 39.

“91za Rumesten R.S, 2014, Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4,
Desember 2014, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, him 700.
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a.  Penafsiran Sistematikal

Penafsiran ini merupakan metode penafsiran terhadap peraturan perundang-
undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-
undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Menafsirkannya tidak boleh
menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum?®.

Pada penafsiran ini, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh
ditafsirkan secara tunggal seolah-olah ia berdiri sendiri, melainkan harus sebagai
satu kesatuan. Dengan kata lain, harus selalu diingat hubungannya dengan
peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran sistematik tersebut dapat
menyebabkan kata-kata dalam Undang-Undang diberi pengertian yang lebih luas
atu lebih sempit dari pada pengertiannya dalam kaidah bahasa biasa. Hal yang
pertama disebut sebagai penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut sebagai
penafsiran menyempitkan.>*

Dengan menggunakan penafsiran ini, maka peneliti dapat mengaitkan isu
hukum yang terdapat pada kaidah hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang dengan undang-undang
terkait lainnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek voor Indonesie). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau ilmu

*01bid, him. 57.
SlAppeldorn, dalam Yudha Bhakti Ardhiswastra, 2008, Penafsiran dan Konstruksi
Hukum, Bandung : Alumni, him. 9.
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hukum lain yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan isu
hukum yang diteliti.
b.  Penafsiran Otentik

Penafsiran otentik adalah pembuat Undang-Undang memberikan tafsiran
tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam peraturan perundang-
undangan yang dibuatnya, Disini hakim tidak diperkenankan melakukan
penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di
dalam Undang-Undang itu sendiri.

Penggunaan penafsiran otentik berguna bagi peneliti untuk mendapatkan
penafsiran terhadap istilah tekstual otentik yang secara resmi dibuat oleh
pembentuk undang-undang, sehingga didapatkan batasan-batasan yang baku
untuk dilakukan penelitian terhadap isu hukum yang diteliti.

c.  Penafsiran Sejarah Undang-Undang

Penafsiran sejarah (historis) adalah penafsiran makna undang-undang
menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Interpretasi historis
meliputi penafsiran menurut sejarah hukumnya dan penafsiran menurut sejarah
terjadinya undang - undang.

Undang - Undang merupakan reaksi terhadap kepentingan atau kebutuhan
sosial untuk mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dijelaskan secara
historis.Setiap pengaturan dapat dilihat sebagai satu langkah dalam perkembangan
masyarakat, yang maknanya dapat dijelaskan dengan meneliti langkah-langkah

sebelumnya.®?

52 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit. him. 58-59.
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Penafsiran sejarah berguna untuk memberikan masukan-masukan terhadap
undang-undang yang berlaku atau aturan hukum yang berkaitan dengan dengan
limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu
penjualan jaminan kebendaan dalam proses penyelesaian kepailitan di pengadilan
niaga.Dengan demikian dapat dipahami secara holisitk mengenai perkembangan
hukum, demi memudahkan peneliti untuk mendapatkan bahan hukum lainnya.

d. Penafsiran Teleologis

Pada penafsiran ini, undang-undang ditafsirkan sesuai dengan tujuan
pembentuk undang-undang, dan bukan hanya dari bunyi kata-katanya saja.>
Metode interpretasi teleologis berkaitan dengan suatu penguraian atau penafsiran
formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya.

Pada penggunaan metode ini, tekanan diletakkan pada fakta bahwa kaidah-
kaidah hukum terdapat tujuan atau asas yang melandasi dan bahwa tujuan asas ini
menentukan (berpengaruh) untuk interpretasi, atau bahwa kaidah hukum
menyandang fungsi tertentu, atau bermakusd untuk melindungi kepentingan
tertentu sehingga pada penerapan kaidah itu juga harus dipenuhi.

Isu hukum dalam penelitian ini dapat diteliti dengan menggunakan
penafsiran teleologis. Dengan penafsiran ini, maka peneliti akan melihat sejauh

mana maksud dan tujuan dari pembentuk undang-undang.

%3 Ibid,hIm. 58-59.
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e.  Penafsiran Futuristik

Penafsiran futuristik ialah penafsiran terhadap suatu undang-undang yang
menyangkut pembangunan hukum di masa depan (futuristik atau antisipatoris).>
Penafsiran ini merupakan bagian dari penelitian hukum interdisipliner yang
bertujuan untuk pengembangan sektor pembangunan hukum tertentu dan
mengadakan perencanaan hukum (legal planning).®

Kegunaan penafsiran ini adalah untuk menyusun naskah akademik,
rancangan Undang-Undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk
keputusan) yang baru (legislative drafting). Cara kerja penafsiran futuristik lebih
menitikberatkan pada penggunaan metode penelitian sosial dan normatif untuk
melengkapi cara-cara penafsiran hukum sosiologis — teleologis dan fungsional
degan cara menemukan suatu asas atau kaidah hukum untuk masa yang akan
datang.5®

Pembangunan hukum formil yang berkaitan dengan isu hukum penelitian
ini, tentunya tidak terlepas dari penggunaan metode penafsiran futuristik.
Penafsiran ini memudahkan peneliti untuk melakukan pengembangan dan
menemukan rumusan hukum vyang efektif dan efesien, sehingga dapat
memberikan Keadilan dan kepastian hukum tentang limitasi hak kreditor separatis
atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam

proses penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga.

%4C. F. G. Sunaryati Hartono, 2006, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-
20, Bandung : PT. Alumni, him. 141.

%51bid, him. 146.

%61bid, him. 152-153.
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6.  Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum (legal issue) dalam
penelitian ini menggunakan logika berpikir aduktif (aductive). Maksudnya
penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif
(inductive) dan deduktif (deductive) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit.
Proses yang terjadi dalam aduksi adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum,
asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang
dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian
dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum
konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses

aduksi.
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Bagan 5
Metode Penelitian Yang Menjadi Landasan Untuk Menjelaskan Mengenai
Limitasi Hak Kreditor Separatis Atas Pelunasan Piutang Dalam Proses
Penyelesaian Kepailitan Di Pengadilan Niaga.

Jenis Penelitian

—> | Jenis Penelitian dalam penulisan tesisi ini adalah penelitian normatif yaitu
penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai
keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum
yang berkaitan dengan prespektif latar belakang dan penerapan Limitasi Hak
Kreditor Separatis Atas Pelunasan Piutang Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan
Di Pengadilan Niaga

Pendekatan Penelitian
—> | Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat,
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis.

Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum
- | Penelitian Tesis ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier

Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum
Teknik Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentikasi dan

Metode menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan
dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada
relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. Setelah memperoleh bahan-
bahan Hukun dari hasil penelitian kepustakaan maka dilakukan pengolahan

Penelitian

bahan-bahan hukum dengancara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan
hukum tertulis

Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan inventarisasi dan
sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan
pengaturan hukum mengenai Limitasi Hak Kreditor Separatis Atas Pelunasan
—> | Piutang Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan Di Pengadilan Niaga. Setelah
memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka
dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara
mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum
Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan
dengan cara analisis dan penafsiran (interpretasi) hukum

Teknik Penarikan Kesimpulan
Teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum (legal issue) dalam penelitian
ini menggunakan logika berpikir aduktif
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